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ABSTRAK 
Yustiandar Prahani. 2014. E0010369. TINJAUAN TENTANG JUDEX 
FACTIE MENGABAIKAN HAL YANG MERINGANKAN SEBAGAI 
ALASAN HUKUM TERDAKWA MENGAJUKAN KASASI DAN 
ARGUMENTASI HUKUM MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN 
PUTUSAN DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 191 K/PID/2012). Penulisan Hukum 
(Skripsi).  Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
 Penulisan ini mengkaji permasalahan yaitu apakah alasan terdakwa 
mengajukan kasasi atas dasar judex factie mengabaikan hal yang meringankan 
dalam perkara penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan 
argumentasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam 
perkara penganiayaan sesuai ketentuan KUHAP.  
Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang 
digunakan dalam penelitian ini. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan 
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi 
kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Sedangkan, teknik analisis bahan 
hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan 
kasasi oleh terdakwa atas dasar judex factie mengabaikan hal yang meringankan 
dalam perkara penganiayaan telah memenuhi syarat formil  sesuai Pasal 244 
sampai dengan Pasal 248 KUHAP sehingga diterima untuk diperiksa dan diputus 
Mahkamah Agung, juga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 253 Ayat (1) 
huruf a KUHAP. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 191 K/PID/2012, 
judex factie kurang pertimbangan hukumnya, mengabaikan tidak memperhatikan 
keterangan saksi, yang seharusnya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat 
meringankan hukuman bagi terdakwa. Sehingga alasan pengajuan kasasi oleh 
terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, 
yaitu sejalan  dengan alasan tidak dicantumkan hal yang meringankan seperti 
yang diuraikan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP. Argumentasi Mahkamah 
Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam perkara telah 
memenuhi ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan Mahkamah 
Agung membatalkan putusan karena menganggap judex factie kurang 
mempertimbangkan hal yang  meringankan Terdakwa sebagaimana diberlakukan  
dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f  KUHAP.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sesuai konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia  
sebagai Negara hukum bertujuan untuk mewujudkan adanya ketertiban, 
keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
dengan supremasi hukum, artinya hukum harus ditaati dan dihormati oleh 
siapapun tanpa terkecuali baik oleh warga negara, penegak hukum, 
maupun oleh penguasa negara, sehingga segala tindakannya harus 
dilandasi oleh hukum. 
Secara umum obyek atau sasaran tindak pidana yang dilakukan 
seseorang beragam baik terhadap orang atau barang. Salah satu tindak 
pidana dengan sasaran orang dilakukan terhadap tubuh diatur mulai Pasal 
351 sampai dengan Pasal 358 dalam  Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang 
kejahatan terhadap tubuh manusia  ini dutujukan bagi perlindungan 
kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa 
penyerangan  atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa 
sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh 
dapat menimbulkan kematian. 
Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana tertuju 
kepada dua sasaran pokok yaitu usaha melancarkan jalannya (proses) 
penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang 
dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau 
hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam praktek dua 
sasaran hukum acara pidana itu sulit untuk dicapai bersama-sama secara 
seimbang, karena sasaran yang pertama menyangkut kepada kepentingan 
masyarakat dan negara, sedangkan sasaran yang kedua menyangkut 
kepada kepentingan perseorangan. Tindakan menyidik, menuntut dan 
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menghukum terhadap kejahatan/pelanggaran dimaksudkan untuk 
menegakkan ketertiban, ketentraman dan dan keamanan bagi masyarakat, 
akan tetapi justru dengan tindakan-tindakan itu dapat sekaligus melukai 
dan merampas hak-hak perseorangan (Bambang Poernomo, 2013 : 5). 
Masalah yang dihadapi untuk bekerjanya proses perkara pidana 
dalam hukum acara pidana, yaitu berusaha melancarkan jalannya 
penerapan hukum pidana dan memberikan jaminan hukum bagi setiap 
orang sesuai dengan hak asasi manusia, dapat menumbuhkan dua sistem 
pendekatan proses perkara pidana yang sudah berjalan secara tradisional. 
Dua sistem yang tradisional itu dikenal dengan nama sistem Anglosaksen 
dan sistem Eropa Kontinental yang didalam praktek masing-masing sistem 
tersebut mempunyai unsur kebaikan dan keburukannya sendiri (Bambang 
Poernomo, 2013 : 6). 
Munculnya masalah hukum menimbulkan keinginan untuk 
melakukan upaya hukum sebagai cara melawan putusan hakim. Upaya 
hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana 
atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan 
pengadilan, karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan 
tersebut. Pasal 1 butir 12 KUHAP menentukan upaya hukum adalah hak 
terdakwa atau penuntut umum umum untuk tidak menerima putusan 
pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak 
terpidana  untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal 
serta cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Upaya hukum tersebut 
dapat berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kasasi 
menurut ilmu hukum merupakan bagian dari upaya hukum biasa. Kasasi 
merupakan hak terpidana atau penuntut umum untuk meminta pembatalan 
atas putusan pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir, 
penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang 
bertentangan dengan hukum (A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987: 3-4). 
Fenomena yang terjadi saat ini sering kali hakim dalam 
menjatuhkan putusan kurang cermat dan kurang teliti, tanpa 
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mempertimbangkan atau mengabaikan  hal-hal yang berkaitan dengan 
unsur yuridis maupun non-yuridis dalam perkara yang diperiksa. Salah 
satu kasus yang menarik  untuk dikaji lebih mendalam yaitu seperti yang 
terjadi di wilayah hukum Pengadilan  Serang Banten. Berawal pada bulan 
Agustus 2010 bertempat di halaman parkir depan toko Indomaret, saat itu 
terdakwa yang sedang belanja dalam  toko sedang mengantri untuk 
membayar belanjaan ke kasir. Pada saat yang bersamaan  saksi korban 
membawa belanjaan ke kasir, saksi korban hanya bermaksud mengecek 
saldo kartu kredit Indomaret tanpa antri karena merasa kenal baik dengan 
pegawai. Dengan kejadian tersebut, terdakwa merasa tidak terima karena 
saksi korban tidak antri terlebih dahulu sehingga terjadi adu mulut antara 
keduanya. Pertengkaran tersebut berlanjut ke halaman parkir depan toko 
Indomaret dan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap 
saksi korban sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melapor ke 
Polsek Ciruas. Karena terdakwa merasa tidak mendapatkan keadilan dari 
putusan Judex Facti, terdakwa mengajukan kasasi kepada Mahkamah 
Agung yang diputuskan dengan dikeluarkan putusan Nomor: 191 
K/PID/2012.  
Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada alasan 
hukum terdakwa mengajukan kasasi atas dasar judex factie mengabaikan 
hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan argumentasi 
hukum Mahkamah Agung menjatuhkan putusan mengabulkan kasasi 
terdakwa. Berdasarkan alasan ini, penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : 
“TINJAUAN YURIDIS JUDEX FACTIE MENGABAIKAN HAL 
YANG MERINGANKAN SEBAGAI ALASAN HUKUM 
TERDAKWA MENGAJUKAN KASASI DAN ARGUMENTASI 
HUKUM MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PUTUSAN 
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 191 K/PID/2012).” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis 
merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan hal-hal yang 
diteliti agar menjadi lebih jelas dengan mengumpulkan, menyusun, 
menganalisa dan mengkaji secara terperinci. Maka permasalahan yang 
dibahas dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah alasan terdakwa mengajukan kasasi atas dasar judex factie 
mengabaikan hal yang meringankan dalam perkara penganiayaan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP?    
2. Apakah argumentasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 
kasasi terdakwa dalam perkara penganiayaan sesuai ketentuan 
KUHAP?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka di 
dalam suatu kegiatan penelitian terdapat tujuan yang hendak dicapai untuk 
memberikan arahan dalam melangkah. Adapun tujuan penelitian yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
A. Tujuan Obyektif 
Tujuan obyektif adalah tujuan yang berasal dari penelitian itu sendiri. 
a. Untuk mengetahui alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa atas 
kelalaian judex factie dalam mengabaikan hal yang 
meringankan. 
b. Untuk mengetahui argumentasi hukum Mahkamah Agung 
menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan kasasi 
terdakwa. 
B. Tujuan Subyektif 
Tujuan subyektif adalah tujuan yang berasal dari penelitian penulis. 
a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis 
mengenai judex factie mengabaikan hal yang meringankan 
5 
 
 
 
sebagai alasan hukum pengajuan kasasi oleh terdakwa dalam 
penjatuhan putusan oleh Mahkamah Agung. 
b. Untuk menerapkan teori maupun konsep hukum yang diperoleh 
agar bermanfaat bagi penulis. 
c. Untuk memenuhi syarat akademis guna mencapai gelar sarjana 
hukum pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi penulis itu sendiri maupun pihak lain terutama bagi bidang 
ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 
referensi serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan 
maupun penelitian untuk tahap berikutnya. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dalam memberikan pemecahan 
atau solusi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian 
yang sejenis dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang 
judex factie dalam mengabaikan hal yang meringankan sebagai 
alasan hukum terdakwa mengajukan kasasi dan argumentasi 
hukum Mahkamah Agung menjatuhkan putusan (Studi Kasus 
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 K/PID/2012). 
b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan 
pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada 
6 
 
 
 
penulis mengenai masalah hukum yang diteliti sehingga dapat 
berguna bagi penulis maupun pihak lain. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian sangat penting dalam penelitian hukum karena 
untuk  memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum  (legal research)  adalah sebuah penelitian 
yang bertujuan untuk menemukan koherensi, yaitu adakah aturan 
hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang 
bersifat perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum serta 
apakah tindakan seseorang tersebut sudah sesuai dengan norma hukum 
sehingga cukup disebut dengan penelitian yang bersifat normatif (Peter 
Mahmud Marzuki, 2013:47-49). 
 
2. Sifat Penelitian 
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Sebagaimana ilmu yang bersifat preskriptif, 
ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas 
aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. 
Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menerapkan standar prosedur, 
ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum 
(Peter Mahmud Marzuki, 2013: 213).  
 
3. Pendekatan Penelitian  
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum 
adalah pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan 
kasus (case-approach), pendekatan historis (historical approach), 
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pendekatan komparatif (comparatif approach) dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki,2013:133).  
Berdasarkan  kelima jenis pendekatan penelitian yang 
dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut di atas, jenis 
pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini 
adalah pendekatan kasus (case approach) yaitu  terhadap kasus tindak 
pidana penganiayaan yang diajukan upaya hukum kasasi dalam Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012 untuk mengetahui ratio 
decidendi yanitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim 
untuk sampai pada putusan. 
 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  
Jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan 
hukum ini adalah jenis bahan hukum sekunder yang dari bahan hukum 
sekunder tersebut dapat diperoleh sumber bahan hukum primer dan 
sumber bahan sekunder.  Sumber bahan hukum yang penulis gunakan 
dalam penulisan hukum  ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder yaitu: 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 
primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181).  
Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah dengan 
memperhatikan : 
1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana (KUHP);  
2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP); 
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3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang 
telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 
perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;  
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan 
Umum 
5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 
6) Putusan  Mahkamah Agung Nomor: 191 K/PID/2012. 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 
jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181).  
 
5. Teknik Pengumpulan Bahan hukum 
Pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan 
hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan sumber 
bahan hukum dalam penulisan hukum ini dengan cara melakukan studi 
pustaka yaitu  membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis 
serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-
undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti baik yang berasal dari media cetak maupun 
elektronik (internet) yang relevan. 
 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penulisan hukum 
ini yaitu teknik analisis bahan hukum dengan deduksi silogisme. Peter 
Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon 
menjelaskan metode  deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan 
oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari 
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pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian 
diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu 
kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di 
dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana 
silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2013:89-90). 
Adapun yang menjadi premis mayor dalam penelitian ini adalah 
peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya adalah 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
perundang-undangan lain yang relevan seperti Undang-Undang 
Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 
Sedangkan untuk premis minornya adalah fakta hukum dari kasus 
penganiayaan yang penulis jadikan sebagai bahan penulisan hukum 
yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor. 191 K/ PID/ 2012 dari kedua 
hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan 
jawaban atas rumusan masalah. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Supaya lebih mudah dalam melakukan pembahasan, analisa serta 
penjabaran isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori dan 
kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan 
menguraikan tinjauan umum tentang Judex Factie, tinjauan 
umum tentang kasasi, tinjauan umum tentang argumentasi dan 
tinjauan umum tentang putusan. Sedangkan dalam kerangka 
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pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka 
pemikiran. 
BAB III : PEMBAHASAN 
Bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan 
yang telah ditentukan sebelumnya : apakah alasan hukum 
terdakwa mengajukan kasasi atas dasar judex factie 
mengabaikan hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan 
KUHAP. Dan apakah argumentasi hukum Mahkamah Agung 
menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan kasasi 
terdakwa. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian hukum yang 
dilakukan, berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Umum tentang Judex Factie 
Dalam hukum Indonesia, Judex factie dan judex jurist adalah dua 
tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil 
keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Tinggi adalah judex factie, yaitu berwenang memeriksa 
fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex factie memeriksa bukti-bukti 
dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut 
karena Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari 
suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut. 
a. Pengadilan Negeri 
Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum, tidak memberikan apa yang disebut dengan 
Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 
tahun 1986 menyebutkan, bahwa: “Pengadilan Negeri bertugas 
dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Begitu 
pula dalam Pasal 6 disebutkan:  
“Pengadilan terdiri dari: 
1) Pengadilan Negeri, yang merupakan Pengadilan Tingkat 
Pertama; 
2) Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat 
Banding. 
Dari kedua pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Pengadilan Negeri yang pertama kali menangani pidana 
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maupun perkara perdata dimuka sidang pengadilan. Mengenai 
dibentuknya Pengadilan Negeri, hal ini dengan Keputusan 
Presiden. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 dijelaskan bahwa usul pembentukan Pengadilan 
Negeri diajukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan 
persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Susunan Pengadilan 
Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, 
Sekretaris dan Jurusita. Yang disebut sebagai pimpinan adalah 
seorang Ketua dan Wakil Ketua. 
Mengenai wewenang Pengadilan Negeri juga telah diatur 
dalam Pasal 84,85,86 KUHAP.  
a) Pasal 84 KUHAP menyatakan bahwa : 
(1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala 
perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan 
dalam daerah hukumnya.  
(2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah 
hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam 
terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, 
hanya berwenang mengadili perkara terdakwa 
tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar 
saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat 
pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan 
pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak 
pidana itu dilakukan.  
(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa 
tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai 
Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri 
itu masing-masing berwenang mengadili perkara 
pidana itu.  
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(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama 
lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh 
seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan 
Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan 
Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan 
penggabungan perkara tersebut. 
b) Pasal 85 KUHAP menyatakan bahwa : 
   Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu 
 pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, 
 maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala` 
 kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah 
 Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman u
 ntuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri 
 lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk 
 mengadili perkara yang dimaksud.  
c) Pasal 86 KUHAP menyatakan bahwa : 
   Apabila seorang melakukan tindak pidana di Luar 
 Negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik 
 Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
 yang berwenang mengadilinya.  
b. Pengadilan Tinggi 
 Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Pengadilan Umum menyebutkan:  
Ayat (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang 
mengadili perkara pidana dan perkara perdata di 
tingkat banding. 
         (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang 
mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa 
kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di 
daerah hukumnya. 
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  Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bisa disimpulkan 
sebagai  berikut: Pengadilan Tinggi berwenang mengadili baik 
perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat banding yakni 
mengadili kembali sesuatu perkara pidana maupun perkara 
perdata, yang telah diadili atau diputuskan oleh Pengadilan 
Negeri pada tingkat pertama. Selain itu Pengadilan Tinggi juga 
berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa 
tentang kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di 
daerah hukumnya yang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, 
dan Sekretaris.  
Mengenai wewenang Pengadilan Tinggi juga telah 
diatur dalam Pasal 87 KUHAP, yang menyebutkan bahwa 
Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus 
oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang 
dimintakan banding. 
 
2. Tinjauan Umum tentang Kasasi 
a. Pengertian Kasasi 
Pemeriksaan dalam tingkat kasasi adalah pemeriksaan 
ulang yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung terkait 
dengan penerapan hukum lembaga-lembaga dibawahnya dalam 
hal ini adah Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi, kasasi 
diajukan karena Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Hakim 
pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi belum 
memenuhi rasa keadilan, sehinga Majelis Hakim harus 
memeriksa ulang terhadap penerapan hukumnya. Dalam hal ini 
hakim dianggap memiliki fungsi sebagai pembuat hukum atau 
The law-marking fanction of judges in general, and more 
specifically of the judges of the court of justice, was and 
continues not only to provoke debates and confron opposing 
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ideologies regarding the funtoins, powers and limits of the 
judiciary in our society (oreste pollicino.2004. “legal reasoning 
of the court of justice in the context of the principle of equality 
between judicial activism and self-restraint”. german law 
journal. Vol.05, No 03: 283). 
Hak Penuntut Umum atau Terdakwa untuk tidak 
menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PN) kecuali 
terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan 
Putusan Pengadilan dengan acara cepat, dengan mengajukan 
kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan dengan tatacara yang diatur menurut Undang-
Undang ( Pasal 12 jo. Pasal 233 s/d Pasal 243 KUHAP ). 
  Upaya hukum Kasasi adalah salah satu tindakan 
Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas Putusan-
Putusan Pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan 
pemeriksaan tingkat ketiga. Hal ini karena perkara dalam tingkat 
Kasasi diperiksa kembali seperti yang dilakukan yudex facti,  
tetapi hanya diperiksa masalah hukum/ penerapan hukumnya      
( Lilik Mulyadi 2012:259-260 ). 
Upaya Kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa 
maupun Penuntut Umum. Jadi, baik terdakwa maupun Jaksa 
Penuntut Umum yang tidak puas akan putusan dari tingkat 
Banding atau Pengadilan Tinggi dapat menggunakan haknya 
untuk mengajukan Kasasi ke Pengadilan yang lebih tinggi yaitu 
Mahkamah Agung. Karena merupakan hak dan bukan 
kewajiban maka tergantung para pihak itu sendiri hendak 
mengajukan Kasasi atau tidak. Jika dikaitkan dengan 
penerapannya dalam Hukum Acara Pidana dapat dijumpai 
dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang mengatakan bahwa: 
“ Terhadap putusan perkara tindak pidana yang diberikan pada 
Tingakat Terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada 
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Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat 
mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi kepada 
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. 
Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum 
dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap perkara pidana 
yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain 
daripada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. 
Melalui kasasi Mahkamah Agung Agung dapat menggariskan, 
memimpin dan uitbouwen dan voorbouwen (mengembangkan 
dan mengembangkan lebih lanjut) hukum melalui yurisprudensi. 
Dengan demikian ia dapat mengadakan adaptasi hukum sesuai 
dengan derap dan perkembangan dari masyarakat dan khususnya 
keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri 
kurang gerak sentuhnya dengan gerak dinamika kehidupan 
masyarakat itu sendiri (Oemar Seno Adji, 1985: 43). 
Jadi, terhadap semua putusan pidana pada tingkat terakhir 
selain daripada Putusan Mahkamah Agung itu sendiri, dapat 
diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi oleh terdakwa atau 
Penuntut Umum. Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada 
syarat keadaan tertentu, terhadap semua putusan perkara pidana 
yang diambil oleh Pengadilan pada tingkat terakhir dapat 
diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi. 
    Adapun yang dimaksud dengan putusan pada tingkat 
pertama dan terakhir adalah: ( Tim Modul PUSDIKLAT 
Kejaksaan RI, 2009:28 ) 
1) Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir.  
        Sebagaimana diketahui ada jenis perkara dimana 
Pengadilan Negeri sekaligus bertindak sebagai Pengadilan 
Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir. Jenis perkara yang 
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat 
pertama dan terakhir adalah perkara tindak pidana ringan 
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yang diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan ringan 
yang diatur dalam bagian ke-6 paragraf 1 Bab XVI, Pasal 205 
KUHAP sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Demikian juga 
dengan perkara “Pelanggaran Lalu-Lintas” seperti yang 
diatur dalam Pasal 211 KUHAP sampai dengan Pasal 216 
KUHAP adalah juga merupakan jenis perkara yang diperiksa 
dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tingakat Pertama 
dan Terakhir. 
         Begitu juga terhadap putusan tindak pidana ringan dan 
pelanggaran lalu-lintas, tidak dapat dimintakan pemeriksaan 
Banding, kecuali bila dalam putusan tersebut disertai dengan 
putusan perampasan kemerdekaan sebagaimana yang 
ditegaskan pada Pasal 205 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (8) 
KUHAP. Oleh karenanya, terhadap putusan seperti ini upaya 
hukum yang dapat ditempuh ialah permohonan pemeriksaan 
Kasasi. 
2) Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi pada Tingkat Banding 
        Putusan Pengadilan Tinggi pada Tingkat Banding 
merupakan Putusan Pengadilan pada Tingkat Terakhir. 
Karena itu, terhadap semua putusan Pengadilan Tingkat 
Banding, dapat dimintakan pemeriksaan Kasasi ke 
Mahkamah Agung. Bahkan dalam kenyataannya hampir 
semua hasil putusan pada tingkat Banding dimana para pihak 
ada yang merasa tidak puas selalu akhirnya diajukan 
permohonan pemeriksaan Kasasi. 
        Tujuan upaya hukum Kasasi antara lain adalah untuk 
mengkoreksi kesalahan Putusan Pengadilan dibawahnya, 
dapat juga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 
itu merupakan koreksi sekaligus menciptakan hukum baru 
dalam bentuk yurisprudensi. Disamping itu juga kasasi sari 
Mahkamah Agung juga merupakan pengawasan terciptanya 
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keseragaman penegakan hukum. Dalam buku yang dikarang 
oeh M. Yahya beliau menjelaskan setidaknya ada tiga alasan 
yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk mengajukan 
kasasi.(http://peunebah.blogspot.co./2011/12/upaya-hukum. 
html?m=1//; Diakses pada 10 November 2013, 00:15 WIB)  
a) Untuk menguji apakah benar suatu peraturan hukum 
telah diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak. 
b) Untuk menguji apakah benar cara mengadili telah 
dilaksanakan berdasarkan kententuan Undang-
Undang. 
c) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas 
wewenangnya. 
       Dalam Perundang-undangan Belanda terdapat tiga 
alasan untuk melakukan kasasi: 
a) Apabila terdapat kelalaian dalam acara (vormverzuim) 
b) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada 
kesalahan dalam pelaksanaannya. 
c) Apabila tidak dilaksanakannya cara melakukan 
peradilan menurut cara yang di tentukan Undang-
Undang (Yudhantara Fajar Pradana,Skripsi,2012:21). 
 
b. Syarat-Syarat Kasasi 
   Syarat Kasasi dalam penggunaan Upaya Hukum Kasasi 
adalah: 
1) Permintaan Kasasi diajukan oleh Terdakwa dan 
Penuntut Umum. 
2) Permintaan Kasasi diajukan terhadap putusan 
Pengadilan yang diberikan pada tingkat terakhir selain 
Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. 
Dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi 
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Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012, putusan bebas 
dapat diajukan kasasi. 
3) Pemeriksaan Kasasi dilakukan Mahkamah Agung guna 
menentukan: 
a) Apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan 
atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. 
b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan 
menurut ketentuan Undang-Undang. 
c) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas 
wewenangnya. 
4) Perkara yang dibatasi Pengajuan Kasasinya adalah: 
a) Putusan tentang Praperadilan 
b) Perkara pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling lama 1 tahun dan/atau diancam 
pidana denda. 
5) Permohonan Kasasi terhadap perkara tersebut atau 
permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat 
formal. Dinyatakan tidak dapat diterima dengan 
penetapan ketua Pengadilan tingkat pertama dab berkas 
tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dan tidak dapat 
diajukan upaya hukum. 
6) Permintaan kasasi diajukan dalam waktu 14 hari 
sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi 
diberitahukan kepada Tedakwa, yang diajukan kepada 
Panitera Pengadilan yang memutus perkaranya tingkat 
pertama. 
7) Permintaan Kasasi hanya dapat diajukan satu kali.  
8) Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi, 
yang memuat alasan-alasan dari Pemohonan Kasasinya 
dan dalam jangka waktu 14 hari setelah mengajukan 
permohonan tersebut harus sudah menyerahkan kepada 
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Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya 
dalam tingkat pertama. 
9) Pengajuan tambahan dalam Memori Kasasi atau Kontra 
Memori Kasasi dapat dilakukan oleh salah satu pihak 
dilakukan dalam batas waktu 14 hari. 
c. Acara Dalam Kasasi 
    Dalam proses kasasi di belanda setelah berkas 
permohonan kasasi diterima oleh hoge raad, berkas tersebut 
diserahkan terlebih dahulu kepada salah seorang advocaat 
general tersebut kemudian membaca dan menuliskan 
opini/pendapatnya atas permohonan tersebut yang berisi apa 
yang menjadi pertanyaan hukum (question of law) dari perkara 
tersebut serta bagaimana pendapatnya atas pertanyaan hukum 
tersebut. Setelah itu, berkas perkara beserta opini yang 
dibuatnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang telah ditunjuk 
untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut. 
(Arsil.2013. “Lembaga Independensi Pengadilan”.Jurnal 
Legeslasi Indonesia. Vol. 10, no- 1:5) 
      Adapun acara atau proses dalam pelaksanaan Upaya 
Hukum Kasasi sesuai Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 
KUHAP ialah sebagai berikut: 
1) Permintaan Kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan 
yang telah memutus dalam tingkat pertama, dalam 
waktu 14 hari sesudah putusan Pengadilan yang 
dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa. 
2) Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi 
yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam 
waktu 14 hari setelah pengajuan permohonan tersebut, 
harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang 
memberikan surat tanda terima. 
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3) Apabila dalam jangka waktu 14 hari, pemohon 
terlambat menyerahkan Memori Kasasi, maka hak 
untuk mengajukan Permohonan Kasasi menjadi gugur. 
4) Tembusan Memori Kasasi disampaikan kepada pihak 
lain yang berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi, 
yang tembusannya disampaikan kepada pihak yang 
semula mengajukan Memori Kasasi. 
5) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada 
sesuatu yang perlu ditambahkan dalam Memori Kasasi 
atau Kontra Memori Kasasi, diberi kesempatan untuk 
mengajukan tambahan dalam tenggang waktu 14 hari. 
6) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah 
tenggang waktu Pengajuan Kasasi atau Pengajuan 
Memori Kasasi tersebut, pemohonan kasasi tersebut 
selengkapnya (berkas perkara Memori Kasasi, Kontra 
Memori Kasasi) disampaikan kepada Mahkamah 
Agung, dimana bila Panitera Mahkamah Agung telah 
menerima kemudian dicatat dalam buku agenda surat, 
register perkara dan kartu petunjuk. 
7) Wewenang untuk menentukan oenahanan beralih ke 
Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi. 
8) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan dengan 
sekurang-kurangnya 3 orang Hakim adas dasar berkas 
perkara yang diterimanya, yang jika dipandang perlu 
untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung 
dapat mendengar sendiri keteranan Terdakwa/ Saksi/ 
Penuntut Umum atau Mahkamah Agung dapat 
memerintahkan Pengadilan yang bersangkutan. 
9) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa Permohonan 
Kasasi karena telah memenuhi kententuan tenggang 
waktu, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat 
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memutus menolak atau mengabulkan Permohonan 
Kasasi. 
10) Jika Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan 
Kasasi, maka Mahkamah Agung membatalkan Putusan 
Pengadilan yang dimintakan Kasasi dengan cara: 
a) Bila putusan dibatalkan karena peraturan hukum 
tidak diterapkan atau diterapkan tidak 
semestinya, Mahkamah Agung mengadili 
sendiri perkara tersebut. 
b) Bila putusan dibatalkan karena cara mengadili 
tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-
Undang. Mahkamah Agung menetapkan disertai 
petunjuk agar Pengadilan yang bersangkutan 
memeriksanya lagi mengenai bagian yang 
dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu 
dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa 
oleh Pengadilan setingkatnya yang lain. 
c) Bila putusan dibatalkan karena Pengadilan atau 
Hakim yang bersangkutan tidak berwenang 
mengadili perkara tersebut, maka Mahkamah 
Agung menetapkan Pengadilan atau Hakim lain 
mengadili perkara tersebut. 
11) Penolakan Permohonan Kasasi jika: 
a) Putusan kasasi yang dimintakan Kasasi adalah 
Putusan Bebas. 
b) Melewati tengang waktu penyampaian 
Permohonan Kasasi kepada Panitera Pengadilan, 
yaitu 14 hari (Pasal 245 KUHAP). 
c) Sudah ada Keputusan Kasasi sebelumnya 
mengenai perkara tersebut. Kasasi hanya 
dilakukan sekali (Pasaal 247 ayat (4) KUHAP). 
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d) Pemohon tidak mengajukan Memori Kasasi atau 
tidak memberitahukan alasan Kasasi kepada 
Panitera, atau terlambat mengajukan 
Permohonan Kasasi Pasal 248 ayat (1) dan (2) 
KUHAP. 
e) Tidak ada alasan Kasasi atau tidak sesuai 
dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. 
Bila dilihat dari ketentuan tersebut di atas terdapat unsur-unsur 
dalam prosedur Pengajuan Kasasi, yaitu: 
1) Yang dapat mengajukan Kasasi yaitu: 
a) Terdakwa (atau yang dikuasakan secara khusus) 
b) Penuntut Umum 
2) Jangka Waktu 
    Permintaan Kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari 
setelah Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi 
diberitahukan kepada Terdakwa, jika tengang waktu itu telah 
lewat dan pemohon terlambat mengajukan Permohonan 
Kasasi maka hak untuk itu dinyatakan gugur dan yang 
bersangkutan dianggap menerima Putusan. Panitera juga 
harus membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta 
tersebut pada berkas perkara. 
3) Pengajuan 
    Permintaan Kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan 
Negeri yang telah memutus perkara pada tingkat pertama, 
selanjutnya oleh anitera ditulis dalam sebuah surat 
keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon 
serta dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas 
perkara. 
4) Pemberitahuan kepada pihak lain 
    Atas permintaan Kasasi yang diajukan dan Pengadilan 
Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan 
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Penuntut Umum maupun Terdakwa sekaligus, maka Panitera 
wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu 
dengan pihak yang lainnya (Susilo Yuwono, 1982: 164-165). 
 
3. Tinjauan Umum tentang Argumentasi Hukum  
a. Pengertian Argumentasi Hukum 
   Argumentasi hukum berasal dari istilah argumenteren 
(Belanda), atau argumentation (Inggris) yang selanjutnya 
dimaknakan argumentasi hukum atau nalar hukum. Argumentasi 
hukum atau nalar hukum bukan merupakan bagian dari logika, 
namun merupakan bagian dari teori hukum. Pengertian 
argumentasi diartikan sebagai, mengajukan alasan berupa uraian 
penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian 
pernyataan yang secara logis berkaitan dengan pernyataan 
berikutnya yang disebut konklusi, untuk memperkuat atau 
menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. 
  Istilah hukum dalam ini dimaksudkan sebagai norma, 
yang lazimnya diartikan sebagai aturan, baik tertulis maupun 
tidak tertulis, yang mengatur bagaimana seyogianya berbuat 
atau tidak berbuat agar kepentingan masing-masing terlindungi. 
Norma merupakan pandangan objektif masyarakat tentang apa 
yang seyogyanya diperbuat atau tidak diperbuat. Pengertian 
norma hukum meliputi asas hukum, norma hukum dalam arti 
sempit atau nilai (value norm) dan peraturan hukum konkret. 
Norma hukum dalam arti yang luas, berhubungan satu sama lain 
dan merupakan satu sistem, yaitu sistem hukum. Di samping 
norma dan sistem hukum sebagai sasaran studi ilmu hukum, 
karena hukumnya tidak lengkap, sehingga perlu dicari dan 
diketemukan. Oleh karena itu harus dipelajari pula caranya 
mencari atau menemukan hukum. 
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   Dengan demikian, yang dimaksud dengan argumentasi 
hukum yaitu alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan 
secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk 
memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau 
gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan 
peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan 
hukum. Argumentasi Hukum merupakan suatu ketrampilan 
ilmiah yang bermanfaat untuk dijadikan pijakan oleh para ahli 
hukum dalam mendapatkan dan memberi solusi hukum. 
Argumentasi hukum dapat digunakan untuk membentuk 
peraturan yang rasional dan accseptable, sehingga sanksinya 
dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat hukum yang tidak 
taat hukum.  
b. Bentuk Argumentasi Hukum 
1) Setiap pengacara atau hakim tidaklah berargumentasi dari 
keadaan yang hampa pastilah dimulai dari hukum positif, 
dari suatu hukum positif para yuridis akan menemukan 
suatu norma-norma yang baru yang nantinya dari asas-asas 
tersebut dapat mengambil keputusan-keputusan yang baru. 
2) Argumentasi hukum berkaitan dengan kerangka procedural 
yang didalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi 
rasional (http://mabuk-hukum.blogspot.com/2013/10/logika-dan-
argumentasi-hukum_4.html). 
 
4. Tinjauan Umum tentang Putusan 
a. Pengertian Putusan dan Isi Putusan 
        Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, 
menerangkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan 
hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 
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dalam undang-undang ini. Pasal 182 ayat (6) KUHAP juga 
menerangkan, bahwa putusan sedapat mungkin merupakan 
hasil musyawarah majelis dengan pemufakatan yang bulat, 
kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak 
tercapai, maka ditempuh dengan dua cara: 
1) Putusan diambil dengan suara terbanyak 
2) Jika yang tersebut pada angka 1 tidak juga dapat diperoleh 
putusan, dipilih ialah pendapat hakim yang paling 
menguntungkan bagi Terdakwa. 
     Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan akan 
dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat 
musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka 
peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu 
yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Yahya 
Harahap, 2002 : 247). Setiap keputusan hakim merupakan 
salah satu dari tiga kemungkinan: 
1) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili 
        Terkait dalam hal menyatakan tidak berwenang 
mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan 
jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka 
terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi 
kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). 
Eksespsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa 
Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi 
(wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika 
majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum 
maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri 
tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP) 
2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi 
hukum 
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        Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena 
Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan 
tidak cermat, kurang jelas dan tidak lengkap. Mengenai 
surat dakwaan yang batal demi hukum ini dapat didasari 
oleh yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung 
Registrasi Nomor: 808/K/Pid/1984 tanggal 6 Juni yang 
menyatakan: “Dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan 
tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum.” 
3) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat 
diterima 
        Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat 
diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan 
penuntut umum sebab putusan dijatuhkan karena: 
a) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntut dalam 
delik aduan tidak ada. 
b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah 
pernah diadili (ne bis in dem). 
c) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa 
atau verjaring. 
 
b. Macam-macam Putusan 
1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana 
 Pasal 193 ayat (1) KUHAP mengatur tentang putusan 
pemidanaan, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman pidana oleh 
sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dan putusan 
pemidaan juga harus memuat Pasal 197 Ayat (1) f KUHAP 
yang menyatakan tentang pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan 
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pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan 
yang meringankan terdakwa. Sedangkan Van Bamellen 
merumuskan bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan oleh 
hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa 
telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia 
menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana 
(Andi Hamzah, 2002 : 281). 
2) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum 
 Pasal 191 Ayat (2) mengatur tentang putusan pelepasan dari 
 segala tuntutan hukum, berbunyi: “Jika pengadilan 
 berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi tindakan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum.”  Pada masa yang lalu putusan  pelepasan dari segala 
tuntutan hukum disebut onslag van recht vervolging, yang 
sama maksudnya dengan Pasal 191 Ayat(2), yakni putusan 
pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria: 
a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang 
terbukti secara sah dan meyakinkan; 
b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak 
pidana. 
     Pasal 191 Ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa, “Jika 
pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa 
diputus bebas.” Kata kesalahan multi interpretasi, karena bisa 
hanya berarti opzet atau culpa, atau berarti sifat dapat dicelanya 
pembuat delik tersebut. Mengingat KUHP menganut paham 
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monistis, dimana opzet atau culpa dapat dirumuskan menjadi 
bestanddeel delict dan diputus lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam hal opzet atau culpa menjadi unsur diam-diam (elemen 
delict).  
     Apabila kesalahan berarti sifat dapat dicela orang yang 
melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini putusan bebas 
dijatuhkan karena terdakwa tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka putusan 
bebas tersebut hanya dapat dijatuhkan bukan hanya karena 
tidak terbuktinya criminal act tetapi juga criminal liability. 
Dalam hal ini putusan bebas dijatuhkan ketika criminal 
act terbukti tetapi criminal liability tidak terbukti, maka 
putusannya dapat dikategorikan bebas tidak murni atau 
nietzuivere vrijspraak. Bebas tidak murni adalah putusan 
“lepas dari segala tuntutan hukum terselubung” atau bedekte 
onslag van rechtvervolging (Yudhantara Fajar Pradana, 
Skripsi, 2012: 36). 
3) Putusan Bebas 
 Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau 
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijpraak) atau 
acquittal. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, 
maksudnya dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain 
terdakwa tidak dipidana. Hal tersebut diatur dalam ketentuan 
Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan bahwa apabila pengadilan 
berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka 
terdakwa diputus bebas.  
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5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan 
a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 
Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 
“penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan 
terhadap tubuh manusia  ini dutujukan bagi perlindungan 
kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa 
penyerangan  atas tubuh atau bagian dari tubuh yang 
mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang 
sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. 
Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, 
rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan 
ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “perasaan tidak enak” 
misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. 
“rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul. “luka” 
misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “merusak 
kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka 
jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin. 
 
b. Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP 
1) Tindak Pidana Penganiayaan Biasa 
Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan 
penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan 
Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang 
bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. 
Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis 
penganiayaan biasa, yakni: 
a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka 
berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan 
atau denda sebayak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1) 
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b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2) 
c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3) 
d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)  
  Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni : 
a) adanya kesengajaan 
b) adanya perbuatan 
c) adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada 
tubuh, dan atau luka pada tubuh. 
d) akibat yang menjadi tujuan satu-satunya 
2) Tindak Pidana Penganiayaan Ringan 
Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, 
penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum 
hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah 
apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan 
tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan 
jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan 
sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini 
terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah 
perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP 
yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau 
menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan 
sehari-hari. 
3)  Tindak Pidana Penganiayaan Berencana 
Menurut Mr.M.H Tirtaadmidjaja, mengutarakan arti 
direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu 
berapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan 
memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu 
ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan 
waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau 
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pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu 
yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada 
rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung 
kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. 
Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayanan 
berencana , yaitu: 
a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat 
atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya 4 (empat) tahun. 
b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan 
dihukum denhan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian  dan 
dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) 
tahun. 
4) Tindak Pidana Penganiayaan Berat  
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan 
berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh 
orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang 
menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: 
Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), 
Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Apabila 
dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini 
harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, 
(misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya 
yakni luka berat. 
5)  Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana 
Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini 
merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 
1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua 
bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. 
Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat 
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maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam 
penganiayaan berat berat berencana bukanlah menjadi tujuan. 
Dalam hal akibat, kesenganjaannya ditujukan pada akibat luka 
beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika 
kesenganjaan terhadap matinya korban, maka disebut 
pembunuhan berencana. 
  
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tindak Pidana 
Penganiayaan  
Putusan Pengadilan Negeri Serang 
Nomor 147/Pid.B/2011/PN.Srg 
Putusan Pengadilan Tinggi Banten 
Nomor 130/PID/2011/PT.BTN 
Judex Factie Tidak 
Mempertimbangkan Hal 
yang Meringankan 
Alasan Permohonan Kasasi 
Terdakwa 
Kesesuaian dengan 
Ketentuan KUHAP  
Argumentasi Hukum Mahkamah 
Agung 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 
191 K/PID/2012 
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Keterangan: 
 Kerangka pemikiran di atas menjelaskan alur pemikiran penulis 
dalam menggambar, menelaah, menjabarkan dan memudahkan untuk 
menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu 
studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung tentang tinjauan yuridis 
judex factie mengabaikan hal yang meringankan sebagai alasan hukum 
terdakwa mengajukan kasasi dan argumentasi hukum Mahkamah Agung 
Nomor 191 K/PID/2012. 
Alur dari kerangka pemikiran di atas menjelaskan bunyi Pasal 1 
Ayat (3) UUD 1945  yang menyatakan tentang “Negara Indonesia 
adalah Negara Hukum” sehingga hukum menjadi dasar yang mengatur 
tingkah laku setiap warga negara termasuk yang melakukan tindak 
pidana penganiayaan. Dalam tuntutan penuntut umum Pengadilan Negeri 
Serang tindakan terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana tentang tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan 
barang. Terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, hakim Pengadilan 
Negeri Serang memutuskan bahwa  terdakwa terbukti bersalah. Merasa 
tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Serang, maka terdakwa 
mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Banten. Karena hasil 
putusan Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan Pengadilan 
Tinggi Serang, terdakwa melakukan upaya hukum lain dengan 
mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah 
Agung mengabulkan permohonan kasasi dari terdakwa dengan 
menimbang bahwa Pengadilan Tinggi (Judex Factie) kurang 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Berdasarkan hal tersebut 
menimbulkan permasalahan yang cukup menarik untuk dikaji secara 
yuridis mengenai apakah Putusan Mahkamah Agung tersebut sesuai 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 
35 
 
 
 
Argumentasi Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan 
permohonan kasasi terdakwa. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. HASIL PENELITIAN 
Mencermati hasil pembacaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah 
penulis lakukan, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 
K/PID/2012, dapat penulis jabarkan mengenai hal-hal penting dalam penulisan 
hukum ini agar mudah dipahami,  sebagai berikut: 
1. Identitas Terdakwa 
Nama  : Hj. Devi Betarisca binti Suroto 
Tempat lahir  : Palembang 
Tanggal lahir : 12 Desember 1987 
Umur  : 32 Tahun 
Jenis kelamin : Perempuan 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat tinggal : Perum BCP 2 Blok E. 17 No. Rt. 029 Rw. 005 Desa  
     Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang 
Agama   : Islam 
Pekerjaan : Karyawati  
 
2. Kasus Posisi 
Terdakwa Hj. Betarisca binti Suroto adalah seorang Karyawati yang 
bertempat tinggal di Perum BCP 2 Blok E. 17 No. Rt.029 Rw.005 Desa 
Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Kejadian bermula pada saat 
Hj. Betarisca binti Suroto sebagai pelanggan yang sedang berbelanja dalam 
Toko Indomaret yang berada di Kampung Ranjeng Desa Ranjeng 
Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.  Pada hari tersebut tepatnya hari 
Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 pukul 11.20 WIB, Terdakwa Hj. Betarisca 
binti Suroto mengantri untuk membayar barang belanjaannya dan terdapat 
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juga saksi korban yang bernama Yati Suhartini memasuki Toko Indomaret 
untuk berbelanja setelah itu membawa barang belanjaannya kekasir untuk 
membayar dengan kartu kredit. Karena Saksi korban merasa kenal dekat 
dengan penjaga kasir Indomaret, Saksi korban Yati Suhartini terlebih dahulu 
menyodorkan kartu kreditnya tanpa antri ke kasir yang bertujuan untuk 
mengecek saldonya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa Hj. Betarisca binti 
Suroto yang sudah mengantri terlebih dahulu merasa tidak terima dengan 
perlakuan Saksi korban Yati Suhartini sehingga Terdakwa Hj. Betarisca 
binti Suroto menegur saksi korban Yati Suhartini sampai terjadi 
percekcokan diantara keduanya. 
Pertengkaran tersebut akhirnya berlanjut sampai ke halaman parkir 
depan Toko Indomaret. Pada saat Saksi korban Yati Suhartini mengambil 
uang miliknya ke dalam mobil yang di parkir di halaman depan Toko 
Indomaret, Terdakwa Hj. Betarisca binti Suroto mengejar sampai di depan 
pintu mobil Saksi korban Yati Suhartini dan menjambak kerudung Saksi 
korban Yati Suhartini kemudian menampar wajah Saksi korban 1 (satu) kali 
dengan tangannya lalu Saksi korban gantian menampar Terdakwa Hj. 
Betarisca binti Suroto. Tidak berhenti disitu saat Saksi korban hendak 
memasuki mobilnya, Terdakwa Hj. Betarisca binti Suroto memukulkan 
kayu bekas sapu lidi yang mengenai kaki kiri Saksi korban dan juga lis kaca 
talang air yang terletak di depan mobil Terdakwa yang menyebabkan lis 
kaca talang air tersebut pecah dan rusak. Terdakwa Hj. Bestarisca binti 
Suroto juga menendang perut Saksi korban dengan kaki kanannya yang 
mengenai perut Saksi korban serta memelintir tangan kiri Saksi korban 
sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melapor ke Polsek Ciruas. 
 Setelah dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum 
No.216/TU/PKM/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Dokter Puskesmas 
DTP Kecamatan Ciruas terhadap saksi korban Yati Suhartini binti Bungsu 
Sihabudin dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet lebih kurang 1 
(satu) sentimeter di daerah pipi sebelah kiri, luka memar pada tangan 
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sebelah kiri, nyeri pada punggung, perut dan kaki sebelah kiri akibat 
pukulan.  
Perbuatan yang dilakukan terdakwa Hj. Devi Betarisca binti Suroto 
tersebut oleh Pengadilan Negeri Serang  dinyatakan telah melanggar pasal 
351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 406 Ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menyertakan barang bukti 
berupa 1 (satu) buah gagang bekas sapu lidi terbuat dari bambu yang 
dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah lis talang air mobil warna 
hitam dikembalikan kepada yang berhak (saksi Yati).  Sehingga berdasarkan 
putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 
147/Pid.B/2011/PN.Srg tanggal 1 Juni 2011 menyatakan Terdakwa Hj. Devi 
Betarisca binti Suroto meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Penganiayaan dan Merusakkan Barang.” 
Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Serang, 
Terdakwa mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Banten.  Pada 
tanggal 31 Oktober 2011 Pengadilan Tinggi Banten mengeluarkan putusan 
Nomor: 130/PID/2011/PI.BTN yang telah menerima banding Terdakwa 
dengan hasil menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 Juni 
2011 No. 147/Pid.B/2011/PN.SRG. Mengingat akan akta tentang 
permohonan kasasi Terdakwa Nomor: 27/Akta.Pid/2011/PN.Srg yang 
dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan 
bahwa pada tanggal 8 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan 
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan dengan 
memperhatikan memosi kasasi tanggal 5 November 2011 dari Terdakwa 
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Serang pada tanggal 16 November 2011, bahwa terlepas dari alasan 
permohonan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung 
menganggap Judex Factie/Pengadilan Tinggi kurang dalam pertimbangan 
hukumnya seperti yang diberlakukan pada pasal 197 Ayat (1) f Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Judex Factie kurang 
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mempertimbangkan hal yang meringankan. Terdakwa mempunyai alasan 
atas tindakan yang dilakukan tersebut merupakan reaksi terhadap sikap saksi 
Yati Suhartini yang tidak mau mengantri dan menyerobot anterian dan 
mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan sehingga terjadi percekcokan 
saling memukul seperti yang dijelaskan para saksi dari Terdakwa. Dengan 
alasan-alasan tersebut sehingga Mahkamah Agung terdapat cukup alasan 
untuk mengabulkan permohonan kasasi oleh pemohon kasasi/Terdakwa, 
membatalkan putusan Negeri Serang No.147/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 1 
Juni 2011, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan 
putusan No.191 K/PID/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang memerintahkan 
pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari dengan 
keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana 
selama masa percobaan 6 (enam) bulan melakukan suatu tindak pidana. 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Bahwa Terdakwa Hj. Devi Betarisca binti Suroto pada hari Sabtu 
tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 11.20 WIB atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 bertempat di halaman parkir 
depan Toko Indomaret Ranjeng Kampung Ranjeng, Desa Ranjeng, 
Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya pada tempat 
lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang 
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan sengaja dan 
melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat 
dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara 
sebagai berikut : 
Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saat itu 
Terdakwa yang sedang belanja dalam Toko Indomaret Ranjeng sedang 
mengantri untuk membayar barang belanjaannya ke kasir Indomaret. Pada 
saat bersamaan datang saksi korban masuk ke dalam Toko Indomaret 
Ranjeng untuk belanja dan membawa barang belanjaannya ke kasir untuk 
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membayar menggunakan kartu kredit Indomaret, saksi korban bermaksud 
untuk mengecek saldo kartu kredit Indomaret miliknya ke kasir Indomaret, 
dikarenakan saksi korban sudah kenal baik dengan penjaga kasir Indomaret 
tersebut maka saksi korban terlebih dahulu menyodorkan kartu kredit 
Indomaret tersebut ke kasir untuk mengecek saldo kartu Indomaretnya, 
melihat hal tersebut Terdakwa yang telah mengantri di belakang saksi 
korban menegur saksi korban dengan berkata “yang datang duluan, duluan 
dong”, mendengar Terdakwa berkata seperti itu maka saksi korban 
mempersilahkan Terdakwa dengan berkata “silahkan saya hanya mengecek 
saldo aja”, namun Terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan berkata 
“jangan nyolot dong, bangsat” sehingga terjadi percek-cokan antara 
Terdakwa dengan saksi korban. Pertengkaran tersebut berlanjut ke halaman 
parkir depan Toko Indomaret yang mana Terdakwa berkata “gua tunggu di 
luar”, ketika saksi korban keluar dari Toko Indomaret untuk mengambil 
uang dalam mobil milik saksi korban yang diparkir di halaman depan Toko 
Indomaret, Terdakwa mengejar saksi korban sampai di depan pintu mobil 
saksi korban, Terdakwa menjambak kerudung saksi korban kemudian 
menampar wajah saksi  korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangannya, 
kemudian saksi korban membalas menampar Terdakwa, dan pada saat saksi 
korban hendak masuk ke dalam mobilnya Terdakwa memukulkan sebatang 
kayu bekas sapu lidi kepada saksi korban sehingga mengenai lis kaca talang 
air sebelah kanan depan mobil milik saksi korban sehingga lis kaca talang 
air tersebut pecah dan rusak serta kayu tersebut mengenai kaki kiri saksi 
korban. Terdakwa juga menendang perut saksi korban dengan kaki kanan 
Terdakwa sebanyak satu kali serta memelintir tangan kiri korban, sehingga 
atas kejadian tersebut saksi korban melapor ke Polsek Ciruas. 
Perbuatan Terdakwa Hj. Devi Betarisca binti Suroto sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 
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4. Tuntuan Penuntut Umum 
Sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tuntutan pidana 
Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Serang tanggal 27 April 2011 
adalah sebagai berikut: 
a. Menyatakan Terdakwa Hj. Devi Betarisca binti Suroto bersalah 
melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang yaitu saksi Yanti 
dan tindak pidana pengrusakkan terhadap benda yaitu talang air mobil 
milik saksi Yati, melanggar pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 
4 (empat) bulan dengan perintah segera ditahan.  
c. Menyatakan barang bukti berupa : 
1)  1 (satu) buah gagang bekas sapu lidi terbuat dari bambu dirampas 
untuk dimusnahkan. 
2) 1 (satu) buah lis talang air mobil warna Hitam dikembalikan kepada 
yang berhak (saksi Yati). 
d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Amar Putusan Hakim 
1) Amar Putusan Pengadilan Negeri Serang, Majelis Hakim menjatuhkan 
putusan dengan Nomor: 147/Pid.B/2011/PN.Srg tanggal 1 Juni 2011 
adalah sebagai berikut: 
a. Menyatakan Terdakwa Hj. Betarisca binti Suroto, yang 
identitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan 
Merusakkan barang.” 
b. Menghukum Terdakwa Hj. Devi Betarisca binti Suroto, oleh karena 
itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan; 
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c.  Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang bekas 
sapu lidi dari bambu, dirampaskan untuk dimusnahkan dan 1 (satu) 
buah lis talang air mobil warna hitam, dikembalikan kepada yang 
berhak (saksi Yati); 
d.  Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- 
(dua ribu rupiah); 
2) Amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten atas pengajuan banding dari 
Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan Nomor: 
130/PID/2011/PT.BTN tanggal 31 Oktober 2011 yang amar lengkapnya 
sebagai berikut: 
a. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa 
b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 Juni 2011 
No.147/Pid.B/2011/PN.SRG yang dimintakan banding tersebut; 
c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat 
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu 
rupiah). 
6. Alasan Pengajuan Kasasi Terdakwa 
 Berdasarkan fakta-fakta, Terdakwa mempunyai alasan-alasan atas 
pengajuan kasasi yang pada pokoknya mengenai keterangan para saksi 
beberapa alat bukti dan keterangan terdakwa seperti sebagai berikut: 
a. Keterangan saksi dan alat bukti 
1) Saksi Yeti Suharti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
antara lain :  
Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2011, seketika 
jam 11 WIB, saksi datang ke Indomaret. Rajeng Desa Rajeng 
kecamatan Ciruas, kabupaten Serang, setelah saksi memarkir mobil 
saksi di halaman Indomaret, saksi langsung masuk ke ruangan 
perbelanjaan ruangan Indomaret, saksi melihat dalam ruangan 
sudah banyak yang antri. Mau bayar belanjaan ke kasir, karena 
saksi sudah kenal pada kasir Indomaret saksi langsung menuju 
kasir, waktu saksi menuju kasir ada yang nyeletuk bicara, bu 
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..tunggu jangan duluan, antri dong, jangan salib kami yang sedang 
antri dan timbul suara gemuruh heboh huh huh huh, yang sedang 
antri lalu saksi tanya pada kasir siapa yang bilang jangan duluan, 
jawab yang antri kami, Terdakwa Devi Beta Risca juga saya , yang 
antri menurut aturan harus antri di sini, ibu tidak menuruti aturan 
langsung menyalib yang antri,, saksi menjawab sok benar kamu, 
yang antri terus menerus dengan suara ramai huhu huh huh, saksi 
terus mencibir dengan muka masam pada yang sedang antri yang 
mau membayar belanjaan pada kasir, selanjutnya terjadilah 
pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa, maka petugas dari 
Indomaret berkata jangan bertengkar di ruangan ini, saksi 
menjawab dengan muka sinis, ya maunya apa, ibu tidak mengakui 
kesalahannya menyalib yang sedang antri, saksi jawab tunggu saja 
di luar nanti jawab Terdakwa ya saya tunggu di luar. 
  Kejadian di luar di halaman Indomaret. Saksi menemui 
Terdakwa dengan kata kasar, maunya apa kamu, Terdakwa 
menjawab yang maunya apa, saksi mau menampar Terdakwa, ya 
saya tunggu di luar. Kejadian di halaman Indomaret., saksi 
menemui Terdakwa, dengan kata kasar, maunya apa kamu, ya 
maunya apa kamu, Terdakwa menjawab ya maunya apa kamu 
Terdakwa menjawab ya maunya apa, saksi mau menampar 
Terdakwa, terlekan, Terdakwa membalas menampar saksi, 
terjadilah antara saksi dan Terdakwa saling pukul memukul dan 
jambak menjambak rambut,, saksi mengambil sandal yang 
dipakainya, melempar sandal tersebut ke Terdakwa dan mengenai 
perutnya, Terdakwa ambil sandal tersebut dan dilemparkan 
perpohonan di halaman Indomaret,, tahu-tahu saksi memukulkan 
gagang sapu pada Terdakwa kena bagian badan Terdakwa, 
Terdakwa rebut gagang sapu yang akan Terdakwa pukulkan pada 
saksi, ditangkis saksi gagang sapu tersebut terlepas dan mengenai 
talang air pintu mobil saksi pada bagian pintu mobil depannya, dan 
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seterusnya saksi berteriak maling-maling maling ditujukan pada 
Terdakwa, baru petugas Indomaret, datang, keluar melerai 
perkelahian tersebut. 
2) Saksi Neni Nimah Binti H.M. Sukandar 
  Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya antara lain: 
Bahwa saksi karyawan Indomaret, waktu sedang bekerja pada 
tanggal 21 Agustus 2010, sekira jam 11 WIB, masih dalam ruangan 
Indomaret, pada awalnya orang yang belanja sedang antri mau 
bayar pada kasir, Terdakwa juga dalam antrian mau bayar ke kasir, 
Masuk ke ruangan dan langsung ke kasir, keberatan karena disalib 
yang antri tersebut, yang antri mengatakan yang antri duluan dong, 
yang antri duluan dong, timbul suara yang antri gaduh dengan 
suara huh, huh sambil berkata yang duluan dong, sedang Terdakwa 
tetap menunggu gilirannya, sedang karena gaduh, pertengkaran 
mulut saksi dengan Terdakwa, petugas indomart, mencegah 
keributan tersebut dengan mengatakan bertengkar jangan di sini, 
saksi mengatakan pada Terdakwa “ maunya apa?”, jawab 
Terdakwa “ya maunya apa?”, saksi Yeti tunggu saya di luar, 
Terdakwa mengatakan ya saya tunggu. 
Kejadian di luar halaman Indomart, saksi tidak 
menyaksikan. Sebelumnya telah terjadi pukul-memukul Terdakwa 
dengan saksi Yeti, saksi lihat Terdakwa melempar gagang sapu 
mengenai lis talang air mobil saksi Yeti, saksi bersamasama 
karyawan Indomaret melerai perkelahian tersebut. 
3) Saksi Supriyadi bin Hidayat 
   Di bawah sumpah menerangkan antara lain: saksi karyawan 
Indomaret, saksi tahu waktu terjadinya pertengkaran Saksi Yeti 
dengan Terdakwa di ruangan belanja Indomaret, pada awalnya 
Terdakwa sedang antri bersama orang lainnya mau bayar belanja 
pada kasir, datang saksi Yeti langsung menuju kasir, tanpa ikut 
antri dengan yang antri lainnya, ada kata yang antri duluan dong, 
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juga timbul teriakan dari yang antri lainnya, dengan adanya teguran 
tersebut saksi Yeti jembrut mukanya, dengan mengatakan pada 
Terdakwa kalau mau ke kasir silahkan, tidak dapat mendahului 
yang antri lainnya, karena sudah ada aturannya, tidak bias dong 
maka terjadilah pertengkaran saksi dengan Terdakwa, maka 
petugas Indomaret, jangan bertengkar di sini ini kan tempat  
belanja, bukan tempat untuk bertengkar, saksi Yeti mengatakan 
tunggu saksi di luar nanti, Terdakwa jawab ya saya tunggu. 
Kejadian di luar saksi tidak tahu, hanya dari keterangan saksi Yeti 
dan Terdakwa benar mereka sudah berkelahi. 
4) Saksi Elih Resmana binti Zakasari 
  Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya antara lain, 
saksi karyawan Indomaret, yang sedang bertugas di Indomaret, 
benar pada tanggal 21 Agustus 2011, di ruangan belanja Indomaret 
terjadi pertengkaran, antara saksi Yeti dengan Terdakwa, yang 
sedang-sedang antri mau bayar pada kasir, terjadinya Terdakwa 
bersama yang antara lainnya saksi Yeti menyerobot duluan, 
menyalib yang sedang antri duluan, saksi Yeti menyerobot duluan, 
menyalib yang sedang antri duluan, saksi Yeti berang dan sinis 
pada Terdakwa karena ucapan yang duluan dong, saksi Yeti terus 
mengoceh dengan sinisnya, terus terjadi pertengkaran saksi Yeti 
dengan Terdakwa, maka petugas Indomaret mencegah dengan 
mengatakan kalau ribut jangan di sini, lalu saksi Yeti pada 
Terdakwa tunggu saya di luar, Terdakwa menjawab baik saya 
tunggu di luar, terjadinya keributan dan perkelahian saksi Yeti 
dengan Terdakwa tidak melihatnya, menurut keterangan sudah 
terjadi perkelahian. 
5) Saksi Iwan bin Sarwan 
   Bahwa saksi tukang ojek yang sedang mangkal di halaman 
Indomaret. Kampung Rajeng Ciruas, saksi tahu pada waktu 
kejadian pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2011, sekira jam 11 
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WIB. Saksi melihat dan mendengar kejadian perkelahian Ibu Yeti 
dengan Terdakwa ibu Devi mendekat pada ibu Yeti, Ibu Devi 
mendengar ucapan ajakan menunggu di luar, saling mendekat 
saling angkat tangan, saksi lihat saling memukul, saling jambak 
rambut, saya lihat Ibu Yeti memegang gagang sapu memukulkan 
pada ibu Devi, terus direbut gagang sapu itu dan dilempar sehingga 
mengenai mobil saksi Yeti. Kemudian ibu Yeti teriak maling-
maling, keluarlah karyawan Indomaret dan menyapih perkelahian, 
itu yang saksi ketahui. 
6) Barang Bukti : 
a) Buah bekas gagang sapu lidi 
b) Lis talang air mobil saksi Yeti. 
 
b. Keterangan Terdakwa 
  Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terdakwa menerangkan 
bahwa benar hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2011 waktu terdakwa 
sedang mau  belanjaan di Indomaret kampung Rajeng, Desa Rajeng 
Ciruas, Terdakwa sedang antri bersama orang lainnya, yang antri. 
Tiba-tiba masuk ke ruangan langsung ke Kasir yaitu Ibu Yati, dengan 
menyalib yang antri, maka saya bilang the jangan salib, dia jawab 
silahkan kalau mau ke Kasir, saya yang sedang antri tidak mau nyalib, 
karena kami saling menghormati dan tahu peraturan harus antri. Maka 
dengan jawaban saya, saksi Yati terus mengomil dengan muka sinis, 
terus Yati tanya pada kasir itu anak kok lagak benar, lalu saya berkata 
sudah diamlah, jangan diperpanjang, Yati terus menerus nyerocor 
mulutnya dengan sinis, Yati balik berkata lu maunya apa, sambil 
menantang pada saya, ya tunggu di luar , Yati menjawab masa saya 
mau tidur di sini. Kejadian di luar halaman Indomaret.  Yati keluar 
dari Indomaret, saya tanpa sadar menampar Yati, tidak kena karena 
ditangkis tangan Yati, terjadilah saling-saling pukul, jambak 
menjambak rambut, Yati ambil sandalnya dan memukulkan sandalnya 
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pada perut saya, saya ambil sandal tersebut kemudian saya buang 
dengan cara melempar kepada pohon yang ada di halaman tersebut, 
terus Yati sudah pegang gagang sapu lidi dari bambu, dan 
memukulkan gagang sapu itu pada saya, saya elak tapi kena kaki saya, 
gagang sapu saya rebut dan saya lempar, rupanya mengenai lis air 
mobil saksi yeti, seterusnya Yati berteriak maling-maling pada 
Terdakwa, maka keluarlah karyawan Indomaret dan melerai 
perkelahian yang terjadi, dan setelah kejadian tersebut saya datang ke 
rumah saksi Yati, dengan maksud akan meminta maaf, tidak ketemu 
Yati, ketemu bapaknya, saya minta maaf supaya disampaikan pada 
Yati, dan pernah menyuruh teman dekat saya menemui Yati, tetapi 
juga tidak ketemu, karena Yati selalu di Jakarta. Setelah kejadian di 
Ciruas, saya dipanggil Kepolisian sektor Ciruas, dimintai kejadian di 
Indomaret Rajang Ciruas, saya sudah memberikan keterangan yang 
sebenarnya, pada awalnya pertengkaran di ruangan belanja Indomaret, 
terjadi pertengkaran saya bersama yang antri, kemudian karena Yati 
menuding saya, itu anak mana, kemudian saya menjawab Bukan anak 
tapi sudah dewasa dan sudah punya anak, Yati bilang lagak benar, 
jawab saya tidak berlaga, tapi saya ke sini sedang antri dan mau bayar 
pada kasir, Yati terus marah pada saya, pertengkaran terus terjadi 
antara saya dengan Yati, lalu petugas Indomaret, bilang jangan 
bertengkar di sini, ini kan ruang belanja., ya baik Yati tunggu di luar, 
saya jawab baik saya tunggu di luar. Kejadian keributan di luar, dan 
terjadinya perkelahian di luar, karena sikap Yati tidak mengakui 
kekeliruannya, atas teguran saya dan yang sedang antri di ruangan 
Indomaret, jika Yati diam saja tidak akan terjadi keributan dan sampai 
terjadi perkelahian ini. Karena Yati merasa dirinya jangan ditegur 
yang antri, karena sifat keangkuhannya, Karena merasa lebih 
terhormat, merasa lebih materinya, lebih kuasa dari yang lain, maka 
Yati mengadukan kejadian di Indomaret pada sektor Kepolisian di 
Ciruas, seterusnya mengurus Kejaksaan dan Pengadilan, karena saya 
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tidak ada kemampuan untuk mengurus baik di Kepolisian, Kejaksaan 
dan Pengadilan, saya tidak ada materi untuk mengurus, membela 
kebenaran dan membela keadilan bapak Ketua Mahkamah Agung 
yang mulia, meskipun sudah ada ketentuan hukum yang ada di NKRI, 
yang menentukan setiap warga Negara mempunyai hak-hak yang 
sama dalam hukum, hak yang sama mendapat perlindungan dari 
Negara, saya selaku Terdakwa tidak mendapat keadilan, hal ini terjadi 
dalam perkara Pidana ini, terjadi pertengkaran dan berlanjut 
perkelahian, maka mengapa hanya saya yang dituntut dan diajukan ke 
Pengadilan dan dihukum, apakah bagi saya selaku warga Negara, 
tidak mendapat kebenaran dan keadilan. Di samping dihukumnya saya 
akan sangat berdampak terutama bagi anak saya selaku Terdakwa, 
tidak mendapat lindungan kehidupan dan pendidikan, akan berhenti 
dari sekolah sebab anak saya mencari biaya bayar pendidikanya dan 
kehidupannya. Tumpuan biaya hanya pada saya, hasil kerja jerih 
payah saya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
7. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung 
Berdasarkan keterangan saksi, beberapa alat bukti dan keterangan 
terdakwa tersebut dapat dijadikan alasan terdakwa mengajukan kasasi dan 
dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa atas alasan-
alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: 
 Bahwa terlepas dari alasan pemohonan kasasi tersebut di atas 
menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Judex 
Facti/Pengadilan Tinggi kurang dalam pertimbangan hukumnya, 
(Onvoldoende gemotiveerd), oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan 
reaksi terhadap sikap saksi Yuli Suhartini tidak mau mengantri dan 
menyerobot antrean dan mengeluarkan katakata sinis sehingga terjadi 
percekcokan saling memukul seperti yang diterangkan saksi Supriyadi dan 
Elih Resmana; 
 Menimbang bahwa, oleh karena Judex Facti kurang 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana diberlakukan 
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dalam Pasal 197 Ayat (1) f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat cukup 
alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi oleh pemohon 
kasasi/Terdakwa;  
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah 
Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten NOMOR : 
130/ PID/2011/PT.BTN tanggal 31 Oktober 2011 yang menyatakan 
putusan Pengadilan Negeri Serang No.147/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 1 
Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan 
dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti 
tertera di bawah ini : 
 Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 
1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahaan kedua 
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan. 
8. Amar Putusan Mahkamah Agung 
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 K/PID/2012 tanggal 26 Juni 2012 
yang amar putusannya sebagai berikut: 
 
MENGADILI 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Hj. 
Devi Betarisca binti Suroto tersebut ;  
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten NOMOR: 
130/PID/2011/PT.BTN tanggal 31 Oktober 2011 yang menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 147/Pid.B/2011/PN.Srg 
tanggal 1 Juni 2011; 
MENGADILI SENDIRI 
a. Menyatakan Terdakwa Hj. Devi Betarisca binti Suroto, telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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“Penganiayan”  melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana; 
b. Menghukum Terdakwa Hj. Devi Betarisca binti Suroto, oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 
c. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di 
kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan 
bahwa Terpidana selama masa percobaan selama 6 (enam) bulan 
melakukan suatu tindak pidana. 
d. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang bekas sapu lidi 
dari bambu, dirampaskan untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah lis talang 
air mobil warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak (saksi Yati); 
 Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk 
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu 
lima ratus rupiah). 
 
B. PEMBAHASAN 
 
1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Terdakwa atas Dasar 
Judex Factie Mengabaikan Hal-hal yang Meringankan dalam Perkara 
Penganiayaan dengan Pasal 253 KUHAP 
 Menurut KUHAP bab XVII Upaya Hukum Biasa dibedikan 
menjadi Pemeriksaan Tingkat Banding pada bagian kesatu dan 
pemeriksaan untuk kasasi pada bagian kedua. Dalam bukunya H. Rusli 
Muhammad yang berjudul Hukum Acara Pidana kontemporer 
menjelaskan bahwa Kasasi (Cassatie) yaitu “Hak yang diberikan kepada 
Terdakwa dan Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung 
agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang 
diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya.  
 Menurut Andi Hamzah juga membagi upaya hukum biasa menjadi 
2 (dua) bagian yaitu yang pertama pemeriksaan Banding dan kedua 
pemeriksaan Kasasi. Berdasarkan Pasal 67 KUHAP yang berkaitan 
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dengan hak terdakwa untuk berhak memintakan upaya hukum banding 
terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama. Sehingga jika terdakwa 
merasa tidak puas terhadap upaya hukum Banding pada tingkat Pengadilan 
Tinggi dapat diajukan upaya hukum Kasasi pada tingkat Mahkamah 
Agung.  
 Sesuai yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 
K/PID/1012, alasan terdakwa mengajukan kasasi kepada Mahkamah 
Agung yaitu dengan memberikan alat bukti berupa keterangan saksi dari 
Yeti Suharti, saksi Neni Nimah binti H.M. Sukandar, saksi Supriyadi bin 
Hidayat, saksi Elih Resmana binti Zakasari, saksi Iwan bin Sarwan; 2 
(dua) barang bukti berupa buah bekas gagang sapu lidi dan lis talang air 
mobil saksi Yati dan Keterangan dari terdakwa itu sendiri.  
 Saksi Yeti Suharti dibawah sumpahnya mengatakan terjadi 
pertengkaran mulut antara saksi dan terdakwa karena saksi korban 
menyalib antrian. Menurut saksi, saksi korban saat menjawab komentar 
Terdakwa dan para saksi yang ikut antri dengan menggunakan kata kasar 
dan memasang muka sinis sehingga berlanjut sampai di halaman toko 
Indomaret. Yeti juga memberikan kesaksian bahwa saksi korban akan 
menampar Terdakwa dan Terdakwa membalas menamparnya sampai 
saling memukul, jambak menjambak, lalu saksi korban melempar sendal 
yang dipakainya mengenai perut Terdakwa, saksi korban juga memukul 
gagang sapu mengenai bagian badan terdakwa dan saat terdakwa akan 
membalasnya gagang sapu tersebut mengenai talang air pintu mobil saksi 
korban pada bagian pintu depannya. Saksi Neni Nimah Binti H.M. 
Sukandar dibawah sumpah menerangkan bahwa Neni hanya melihat 
kejadian didalam Indomaret Terdakwa dan Saksi korban saling adu  mulut 
sehingga petugas Indomaret mencegah keributan tersebut. Saksi melihat 
Terdakwa melempar gagang sapu mengenai lis talang air mobil saksi 
korban Yati Suhartini. (tdk sesuai) 
 Saksi Supriyadi bin Hidayat dibawah sumpah hanya menerangkan 
bahwa Supriyadi membenarkan Terdakwa dan saksi korban berkelahi.    
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Saksi Elih Resmana binti Zakasari yang juga karyawan Indomaret 
menerangkan dibawah sumpahnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa 
dengan saksi korban karena saksi korban menyalib antrian. Saksi Iwan bin 
Sarwan adalah seorang tukang ojek yang sedang mangkal di halaman 
Indomaret memberikan kesaksian dibawah sumpahnya bahwa saksi Iwan 
mendengar dan menyaksikan sendiri antara saksi korban dan Terdakwa 
saling angkat tangan, saling lihat, saling memukul, saling jambak rambut, 
dan saksi melihat saksi korban Yati Suhartini memegang gagang sapu dan 
memukulkan pada Terdakwa Devi dan direbut Terdakwa lalu dilempar 
sehingga mengenai mobil saksi korban Yati. 
 Pengajuan kasasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
memuat tentang syarat formil yang tetap harus diperhatikan oleh Hakim. 
Syarat Formil yang terdapat dalam KUHAP yaitu pada Pasal 244, Pasal 
245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi.  
a. Pasal 244 KUHAP : 
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir 
oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau 
penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi 
kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.  
b. Pasal 245 KUHAP : 
1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera 
pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, 
dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang 
dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.  
2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat 
keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan 
dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada  berkas perkara.  
3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik 
yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang 
diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka 
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panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu 
kepada pihak yang lain.  
c. Pasal 246 KUHAP : 
1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 
ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang 
bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima 
putusan.  
2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1). pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak 
untuk itu gugur.  
3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau Ayat (2), 
maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta 
melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.  
d. Pasal 247 KUHAP : 
1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah 
Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan 
dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu 
tidak dapat diajukan lagi.  
2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke 
Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.  
3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, 
sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan 
kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang 
telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat 
pencabutannya.  
4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.  
e. Pasal 248 KUHAP : 
1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat 
alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari 
setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah 
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menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan 
surat tanda terima.  
2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang 
memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan 
kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan 
permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori 
kasasinya.  
3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang 
ini.  
4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak 
untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.  
5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku 
juga untuk ayat (4) pasal ini.  
6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh 
panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu 
berhak mengajukan kontra memori kasasi.  
7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), 
panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada 
pihak yang semula mengajukan memori kasasi.  
Pengajuan kasasi Terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 191 
K/PID/2012 telah sesuai dengan Pasal-Pasal di atas dan menunjukkan 
bahwa permohonan kasasi telah memenuhi syarat formil. Pada Putusan 
Pengadilan Tinggi Banten Nomor 130/PID/2011/PT.BTN yang 
mengatakan bahwa : 
 Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 27 / 
Akta.Pid / 2011 / PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan 
Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2011 
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Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan 
Tinggi tersebut ; 
 Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 November 2011 dari Terdakwa 
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Serang pada tanggal 16 November 2011 ; 
 Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah 
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2011 dan 
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2011 
serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri 
16 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan 
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara 
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut 
formil dapat diterima. 
 Berdasarkan ketentuan KUHAP, pengajuan kasasi juga harus 
memperhatikan syarat materiil. Terletak pada Pasal 253 KUHAP ayat (1) 
menyebutkan tentang alasan pengajuan kasasi bahwa “Pemeriksaan dalam 
kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan: 
a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan 
tidak sebagaimana mestinya; 
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 
undang-undang; 
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.” 
 Alasan terdakwa atas pengajuan kasasi yang terdapat pada putusan 
Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012 menurut KUHAP sudah sesuai 
karena terdakwa mempunyai alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 
ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa merupakan alat bukti yang sah. Dan dengan memperhatikan 
syarat-syarat formil  pada KUHAP Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 
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247 dan Pasal 248 maupun syarat-syarat materiil pada KUHAP Psal 253 
Ayat (1) huruf a tentang pemeriksaan kasasi yang telah sesuai. Sehingga 
seharusnya judex factie mempertimbangkan hal-hal yang meringankan 
bagi terdakwa, pertimbangan hukum dalam memberikan putusan seperti 
yang diuraikan Pasal 197 Ayat (1) hutuf f KUHAP tentang Pasal peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan 
pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
terdakwa.  
Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 191 K/PID/2012,  judex 
factie mengabaikan dengan tidak memperhatikan alat bukti yang 
dikemukakan terdakwa, yang seharusnya dapat dijadikan alat bukti yang 
sah dan dapat meringankan hukuman bagi terdakwa karena dari 
keterangannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan reaksi 
spontan terhadap sikap saksi korban Yati Suhartini yang tidak mau 
mengantri, menyerobot antrian dan mengeliarkan kata-kata sinis sehingga 
terjadi percekcokan saling memukul. Sehingga alasan pengajuan kasasi 
oleh terdakwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 191 
K/PID/2012 sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 253 Ayat (1) 
huruf a sejalan dengan alasan kurang dalam pertimbangan hukumnya 
seperti yang diuraikan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP meski tidak 
dicantumkan hal yang meringankan dalam putusan berarti  peraturan 
hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang 
mestinya dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil 
putusan. 
 
2. Argumentasi hukum Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 
191 K/PID/2012 dalam mengabulkan permohonan kasasi terdakwa 
 Mahkamah Agung, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2009 dan perubahaan kedua dengan Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 2009 adalah pemegang Pengadilan Negera Tertinggi dari 
semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas 
dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.  
 Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan 
permohonan kasasi terdakwa, adalah: 
Berdasarkan keterangan saksi, beberapa alat bukti dan keterangan 
terdakwa tersebut dapat dijadikan alasan terdakwa mengajukan kasasi dan 
dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa atas alasan-
alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: 
 Bahwa terlepas dari alasan pemohonan kasasi tersebut di atas 
menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Judex 
Facti/Pengadilan Tinggi kurang dalam pertimbangan hukumnya, 
(Onvoldoende gemotiveerd), oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan 
reaksi terhadap sikap saksi Yati Suhartini tidak mau mengantri dan 
menyerobot antrean dan mengeluarkan katakata sinis sehingga terjadi 
percekcokan saling memukul seperti yang diterangkan saksi Supriyadi dan 
Elih Resmana; 
 Menimbang bahwa, oleh karena Judex Facti kurang 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana diberlakukan 
dalam Pasal 197 Ayat (1) f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat cukup 
alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi oleh pemohon 
kasasi/Terdakwa;  
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah 
Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten NOMOR : 
130/ PID/2011/PT.BTN tanggal 31 Oktober 2011 yang menyatakan 
putusan Pengadilan Negeri Serang No.147/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 1 
Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan 
dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti 
tertera di bawah ini : 
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 Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa 
dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua 
tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa; 
 Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 
1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahaan kedua 
dengan Undan[p--g-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan. 
 Menurut pendapat D. Simons, sistem pembuktian berdasar 
Undang-Undang secara negatif pemidanaan berdasarkan pada pembuktian 
yang berganda, yaitu pada peraturan Undang-Undang dan pada keyakinan 
hakim, dan menurut Undang-Undang, dasar keyakinan hakim itu 
bersumberkan pada peraturan Undang-Undang. Hal tersebut terakhir ini 
sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari 
dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim (Andi Hamzah,2011: 
256).` 
 Hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan diatur 
dalam Pasal 197 KUHAP tentang putusan dalam acara pemeriksaan biasa 
menyatakan bahwa : 
1. Surat putusan pemidanaan memuat:  
a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";  
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;  
c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;  
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f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;  
g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal;  
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya 
dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;  
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 
barang bukti;  
j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di 
mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap 
palsu;  
k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan;  
l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutus dan nama panitera;  
2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k 
dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. 
3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam 
Undang-Undang ini.  
  Argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan 
putusan dengan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP dan Pasal 351 
Ayat (1) KUHP. Terlepas dari alasan permohonan kasasi Terdakwa 
menurut pendapat Mahkamah Agung pada putusan Nomor 191 
K/PID/2012, Judex Facti kurang dalam pertimbangan hukumnya. Pasal 
254 KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa 
permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya 
Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan 
permohonan kasasi.” Dan dalam Pasal 255 KUHAP menyatakan bahwa: 
a. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak 
diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah 
Agung mengadili sendiri perkara tersebut.  
b. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak 
dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung 
menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara 
yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang 
dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat 
menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang 
lain.  
c. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim 
yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, 
Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili 
perkara tersebut. 
Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa 
oleh Mahkamah Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan 
pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan 
Pasal 255. 
 Argumentasi Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan 
kasasi terdakwa dalam perkara penganiayaan pada putusan Mahkamah 
Agung Nomor 191 K/PID/2012  telah  memenuhi ketentuan Pasal 
255 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan Mahkamah Agung membatalkan 
putusan karena menganggap Judex Factie kurang mempertimbangkan hal 
yang  meringankan sebagaimana diberlakukan  dalam Pasal 197 ayat (1) 
huruf f  KUHAP. Karena atas pertimbangan Mahkamah Agung, Judex 
Factie kurang dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan keterangan 
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 saksi  perbuatan terdakwa merupakan reaksi terhadap sikap Yati 
Suhartini yang tidak mau mengantri dan menyerobot antrian dan 
mengeluarkan kata-kata sinis sehingga terjadi percekcokan saling 
memukul seperti yang diterangkan saksi Supriyadi dan Elih Resmana. 
Dengan pertimbangan 2 (dua) alat bukti yang berasal dari keterangan saksi 
dan keterangan terdakwa tersebut, menurut keyakinan Hakim Mahkamah 
Agung menyatakan untuk mengabulkan permohonan kasasi 
 terdakwa    dan  Mahkamah  Agung menyatakan putusan Pengadilan 
Tinggi Banten NOMOR : 130/ PID/2011/PT.BTN tanggal 31 Oktober 
2011  yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang 
 No.147/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 1 Juni 2011 tidak dapat 
 dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung 
 akan mengadili sendiri perkara tersebut. Sehingga Mahkamah Agung 
 mengeluarkan putusan Nomor 191 K/PID/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang 
 amar putusannya sebagai berikut: 
MENGADILI 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Hj. 
Devi Betarisca binti Suroto tersebut ;  
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten NOMOR: 
130/PID/2011/PT.BTN tanggal 31 Oktober 2011 yang menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 147/Pid.B/2011/PN.Srg 
tanggal 1 Juni 2011; 
MENGADILI SENDIRI 
a. Menyatakan Terdakwa Hj. Devi Betarisca binti Suroto, telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Penganiayan”  melanggar pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana; 
b. Menghukum Terdakwa Hj. Devi Betarisca binti Suroto, oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 
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c. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di 
kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan 
bahwa Terpidana selama masa percobaan selama 6 (enam) bulan 
melakukan suatu tindak pidana. 
d. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang bekas sapu lidi 
dari bambu, dirampaskan untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah lis talang 
air mobil warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak (saksi Yati); 
 Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk 
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu 
lima ratus rupiah). 
Mengenai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa 
bersalah dengan menjatuhkan hukuman selama empat bulan dan 
memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di 
kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan 
bahwa Terpidana selama masa percobaan selama 6 (enam) bulan 
melakukan suatu tindak pidana, menunjukkan penerapan pidana bersyarat 
seperti diatur dalam KUHP. 
 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), lembaga 
pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) yang tercantum dan 
diatur pada Pasal 14 a Ayat (1) memberikan ketentuan bahwa apabila 
hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana 
kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam 
putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah 
dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang 
menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak 
pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut 
habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi 
syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Dari kata-kata 
“pidana tidak usaha dijalani” yang terdapat dalam rumusan Pasal 14 a 
Ayat (1) KUHPidana tersebut dapat diketahui bahwa pidana bersyarat 
adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani. Jadi, sekalipun dalam 
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putusan pengadilan terdapat kata-kata misalnya “dijatuhi pidana penjara 6 
(enam) bulan”, namun pidana penjara 6 (enam) bulan tersebut tidak 
dijalani oleh terpidana. Sebagai gantinya, terpidana harus menjalani suatu 
masa percobaan, yang lamanya telah ditentukan oleh hakim dalam 
putusannya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 191 
K/PID/2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana 
penganiayaan sehingga pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang 
dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalankan. (Eyreine Tirza 
Priska.2013.”Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan 
Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.Lex et 
Societatis. Vol.1. No 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya 
terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan di bab ini, maka penulis dapat 
menyimpulkan yakni adalah sebagai berikut: 
1. Permohonan kasasi Terdakwa selain telah memenuhi syarat formil  
sesuai Pasal 244 sampai dengan Pasal 248 KUHAP sehingga diterima 
untuk diperiksa dan diputus Mahkamah Agung, juga telah memenuhi 
syarat mareriil sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam 
putusan Mahkamah Agung nomor 191 K/PID/2012,  judex factie 
kurang pertimbangan hukumnya, mengabaikan tidak memperhatikan 
keterangan saksi, yang seharusnya dapat dijadikan alat bukti yang sah 
dan dapat meringankan hukuman bagi terdakwa karena dari 
keterangannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan reaksi 
terhadap sikap saksi korban Yati Suhartini yang tidak mau mengantri, 
menyerobot antrian dan mengeluarkan kata-kata sinis sehingga terjadi 
percekcokan saling memukul. Sehingga alasan pengajuan kasasi oleh 
terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a 
KUHAP, yaitu sejalan  dengan alasan tidak dicantumkan hal yang 
meringankan seperti yang diuraikan Pasal 197 Ayat (1) huruf f 
KUHAP. Tidak dicantumkan hal yang meringankan dalam putusan 
berarti  peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak 
sebagaimana mestinya.  
2. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012 Majelis 
Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa 
maka Majelis Hakim  harus mempelajari alasan pemohon kasasi yang 
diajukan oleh Terdakwa lalu majelis hakim melihat perkara dan 
disesuaikan fakta-fakta dalam persidangan kemudian majelis hakim 
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mengkualifisir menilai apa dasar hukum tersebut sudah sesuai apa 
belum dan jika belum majelis hakim menambah atau menemukan 
hukum. Argumentasi Mahkamah Agung dalam mengabulkan 
permohonan kasasi terdakwa dalam perkara penganiayaan pada putusan 
Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012 telah memenuhi ketentuan 
Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan Mahkamah Agung 
membatalkan putusan karena menganggap Judex Factie kurang 
mempertimbangkan hal yang  meringankan Terdakwa sebagaimana 
diberlakukan  dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f  KUHAP dan 
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 
130/PID/2011/PT.BTN dengan mempertimbangkan hal-hal yang 
diantaranya keterangan saksi Supriyadi dan saksi Elih Resmana maka 
Hakim Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Mahkamah Agung 
mengadili sendiri perkara tersebut. Hakim Mahkamah Agung dalam 
menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan Pasal 14a Ayat (1) 
KUHP tentang pidana bebas bersyarat sehingga Terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara 4 (empat) bulan tidak perlu dijalankan. 
Adapun berkaitan dengan asas equality before the law yang merupakan 
salah satu landasan dalam mekanisme KUHAP, mengenai 
keseimbangan akan pemenuhan hak para pihak dimuka hukum yang 
merupakan hak mutlak yang dapat diperoleh apabila berhadapan dengan 
hukum mengindikasikan bahwa setiap hak harus dilindungi oleh hukum 
termasuk hak Terdakwa. Maka sesuai dengan tujuan hukum yaitu 
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, alasan hukum Hakim 
Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa 
sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 256 KUHAP. 
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B. Saran 
1. Negara Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi agama dan nilai 
budaya bangsa, haruslah tiap warga negara hidup rukun, saling 
menghormati, toleransi  dan mempunyai rasa cinta kasih dengan 
menghindari perbuatan tindak pidana khususnya penganiayaan kepada 
sesama. 
2. Bagi panitera Pengadilan Negeri hendaknya mengingatkan kepada 
pemohon kasasi saat menyerahkan memori kasasi harus memperhatikan 
alasan-alasan pengajuan kasasi sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP, agar 
memudahkan proses peradilan dalam mencapai putusan. 
3. Bagi Judex Facti  agar lebih cermat dalam mempertimbangkan alasan-
alasan dan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, karena pada 
dasarnya Mahkamah Agung (Judex Yuris) hanya memeriksa mengenai 
kesalahan penerapan hukumnya bukan mengenai fakta yang seharusnya 
dibahas dalam pemeriksaan tingkat pertama dan/atau tingkat banding. 
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